


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM

SKRIPSI

Oleh :
AHMAD IRFAN ZULIANTO

NIM : 1311900141

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025

il



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG
MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM

SKRIPSI

Oleh :
AHMAD IRFAN ZULIANTO

NIM : 1311900141

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025









,_ﬂ\'ﬂw‘










vii



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada orangtua
saya tercinta. Terima kasih atas segala doa,dukungan dan pengorbanan tiada henti.
Semoga karya ini menjadi kebanggan dan balasan kecil dari segala kebaikan yang
telah kalian berikan

“Hidup adalah pertaruhan maka dari itu kita harus
ALL IN UNTUK SEMESTA”

viii



KATA PENGANTAR

Puji syukur, kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan serta karuniaNya
memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH
UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM” dengan baik. Penyusunan Skripsi ini juga
dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar
sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwasanya proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari
dukungan, dorongan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis
mengucapkan terima kasih kepada berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Ibu Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing
yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan,
dan arahan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
yang telah dengan sabar mendidik dan membekali banyak ilmu kepada penulis
selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya yang telah membantu kelancaran pada bidang administrasi.

7. Kedua orang tua, Sucipto Ayah saya dan Ruhkasianik Ibu saya yang telah
senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.

8. Istriku tercinta dan anak saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat
secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu proses penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dikemudian hari.

Surabaya, 10 Januari 2025

Penulis

X



ABSTRAK

Hasil dari penelitian ialah bentuk perlindungan hukum yang ada dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ada 2 (dua) yakni pertama, perlindungan
hukum preventif dimana pemerintah menetapkan standar upah terendah melalui UU
No0.6/2023 yang dikenal dengan upah minimum. Selain itu pemerintah juga
mengatur tentang pencatatan perjanjian kerja. Dengan demikian, perlindungan
hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah
dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Adapun bentuk perlindungan
hukum yang kedua, adalah perlindungan hukum secara respresif yang bertujuan
untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan.
Perlindungan hukum secara respresif ini dilaksanakan dengan memberikan sanksi
pidana atupun denda kepada pengusaha yang membayar upah dibawah minimum.

Kata Kunci: upah minimum, perlindungan hukum, pekerja.



ABSTRACT

The result of the research reveals that the forms of legal protection provided
under the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 on the Ratification of
Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law
consist of two types. First, preventive legal protection, where the government
establishes a minimum wage standard through Law No. 6/2023, known as the
minimum wage. Additionally, the government regulates the registration of
employment agreements. Thus, preventive legal protection is a form of legal
protection provided by the government aimed at preventing violations from
occurring. The second form of legal protection is repressive legal protection, which
aims to resolve disputes arising from conflicting interests. Repressive legal
protection is implemented by imposing criminal sanctions or fines on employers who
pay wages below the minimum wage.

Keywords: minimum wage, legal protection, workers.
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